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. Pada tanagal 7 Desember 1044, di
---::Ch cago, Amerika Serikat ditanda. ta-
ngani suatu konvensi penerbangan szp1l
internasional {Convention on Inter
national Civil ‘Aviation). Konvensi ter-
sebut boleh dikatakan sebagai konsti-
tusi dari pada Organisasi Penerbangan
“Sipil ‘Internasional (International Civil
“AViation “Organization—ICAQ) yang
berkantor ‘besar di Montreal, Canada.
‘i Satah satu pasal konvensi tersebut
menetapkan' pembenfukkan  suatu
brganisasi yang bertujuan antara lain
mengembangan  prinsip-prinsip - dan
tehnik “navigasi udara " internasional,
"memelihara dan mengembangkan ang-
kutan'udara’internasional yang menja-
min keselamatan, kelancaran seria
ketepatan penerbangan, mengembang-
kan . design.. pesawat wudara sesuai
. dengan kemajuan tehnologl penerbang-
an untuk keperluan perdamaian, meng-
galakkan dan meningkatkan jalan uda-
ra internasional {international airways/,
pelabuhan  vdara, {asilitas  navigas
udara-internasional, memenuhi kebu-
tuhan eangkutan udara internasional
-secara aman, terafur, ekonomis serta
mencegah  pemborosan  disebabkan
oleh persaingan vyang tdak sehat,
menjamin - setiap .negara anggauia
mempunyai kesempatan yvang adil dan
sama ' dalam pengoperasian pesawat
udara dalam penerbangan internasio-
nal, menghindari tindakan-tindakan
vang bemlfat dlsknmmatlf am,ara ne-
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_f PERANAN KOM}TE HUKUM ORGANISASI
'.:'P}:NERBANGAN SIPIL }NTERNASIONAL DALAM
PENGEMBANGAN HUKUM UDARA

Oleh : E. Martono

Guna mencapai tujuan sebagaimana -

tersebut diatas, konvensi telah meleng: -
Kapi sunatu badan yang ferdir dari:Si-. ...

dang  Umum (General ~Assemblyj, .
Badan Haran (Council), Komisi Navi- -
gasi Udara (Air Navzgarzon C‘ommzs— -

sion) dan badan-badan lain yang ;Eeriu

dibentuk.  Berdasarkan ketenman'
tersebut, Sidang Umum ICAOQ - Yang +
pertama pada tanggat 23 Mei 1947,
mengesahkan resolusi yang memben-
tuk Komite Hukum didalam fubuh
organisasi dan sekaligus membubarkan
Comz're;:- International  Technigueés:
Experss Jurisdiques Aevien (CITEJA).

Maksud tulisan ini adalah mengurai-
kan peranan Komite Hukum d;fdalam
pengembangkan hukum udara, khusus-
nya hukum udara internasional. Untuk
maksud fersebut, terfebih dahulu 'di-
kemukakan asal mula Komite Hukum
agar dapat mengerti dengan baik fung—
si dan fugasnya secara jelas. quudlan
berturat-tumt diuraikan dasar hukum

. pembentukan Komite Hukum, tugas

dan fungsinya, komposisi anggautanya,
program kerxja, sidang, tata cara peé-
ngesahan serta hasil kerja Komite
Hukum. Pada akhir tuhsan dzsertakan
kesimpulan,

2. PERKEMBANGAN KOMITE HU-
KUM

Sebelum dibenituk Komite Hukum
difialam tubuh organisasi Penerbang-
an Sipil Internasional (JCAQ), telsh
berdm Lomite Imemarwnai Teera~




amandemen (amendment) dari pada
“konvensi Paris 1915, di samping ifu,
'CITEJA juga menangani masalah
‘Hukum udarz perdata infernasional
‘yang timbul sebagai akibat pengopera-

sian pesawat udara di dalam pener-

- bangan internasional,

Sebagai akibat adanya pengoperasi-
“an pesawat udara di dalam penerbang-
‘an internasional berdasarkan konvensi
“Paris ©1919, dmbul masalah hulum
udara perdata internasional. Bilamana
Alap-iiap negara yang mengoperasikan
'pesawat udara dalam penerbangan in-
_temasmaal memperlakukan hukum na-
' ;nasmg-masmg, maka akan tim-
bul kekacauan di dalam hukum udara
. ?erdata mternasmnal OCleh karenaitu,
periu adanya suatu konvensi yang me-
:'ngatur dan berlaku ferhadap angkutan
Judara internasional. Untuk maksud i
pemerintah Perancis, berdas_arkan
rekomendasi sidang negara anggauta
konvensi. Pars 1919, membsniuk
CITEIA.

»“Tugas utama CITEJA adalgh mem-
pelajari * berbagai masalah ~ hukom
udars perdata internasional, menyiap-
_kan tg:ks konvensi untuk dzsahkan dir
dalam konperensx internasional, me-
_ngembangkan serta pembinaannya, Se-
suai. dengan tugas CITEJA tersebut,
pada tanggal 25 Oktober 1925, CITE-
JA mcngadakan sidang vang memba»
has -rancangan Konvensi tentang fang-
gung. jawab pengangkut vang berhia-
sit disahkan dan ditanda tangani pada
tahup 1929 dengan nama konvensi
‘Warsaw 1929.

Bejak berdirinya CITEJA sampal
dibubarkan pada tahun 1946, felah
mengadakan 16 kali sidang paripurna
yang telah mengssahkan 4 konvensi
internasional, Konvensi-konvensi ter
ssbut antara lain : konvensi Wamsaw
1929 tentang : "Convention for the
“Unfication of Certain Rules Relating

to the International Carriage by Air”

koavensi Roma 1933 teatang “'The

Hukum dan Pembarieiizinm

lonvensi tentang : “The Unificerion
of Certain Rules Relating to the Pre-
cautionary Atftachment of Afreraft
193237 dan konvensi tenfang : "The
Unification of Certain Rules Relating
to rthe Assistance’ and Sulvage of
Aircraft or by Aircraft at Sea of Brus-
sed 19387

Sebelum kelahiran ICAO, tugas Cl-
TEJA diambil alih olsh  Organisasi
Penerbangan Sipil Sementara (PICAQ)
seiak tahun 1940, Sesudah kelahiran
ICAQ pada tanggal 4 April 1947, fupgas
tersebut diambil alih oleh I\.omlte
Hukum yang dibentuk berdasarkan Ie-
solugi  yang disshkan pada mdang
amum ICAO vang pertama,

3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
KOMITE HUKUM

Konvensi Chicago 1944, se-bagai
konstitusi organisasi penerbangan sipil
internasional {[CAQ), tidak secara te-
gas menyebuikan pembentukan Komi-
te Hukum. Konvensi tersebut mengata-
kan bahwa ICAQ terdid dan Sidang
Umuam (General Assembly}, Badan Ha-
ran (Councilj serta badan-badan lain
yang perlu dibentuk. Diantara badan-
badan tersebut, Sidang Umnum mempu-
nyal wewenang tertinggs.

Berdasarkan wewenang tertingg
fersebut, Sidang Umum ICAQ vang
pertama telah mengesahkan suatu
resolusi pembeniukkan Komite ' Hu-
kum, hal ini berbedz dengan Komisi
Navigasi Udara. Badan tersebui ter
akhir ini dibentuk berdasarkan pasal
vang secara tegas disebutkan di dalam
konvensi Chicago 1944. Walaupun
Komite Hukum fidak terlepas dard
pengawasan Badan Hardan (Council),
karena Council merupakan suate ba-
dan yang melakukan tugas sehari-hari
organisasi penerbangan sipil.

4. TUGAS DAN FUNGSI KOMITE
HUKUM

Sesuai dengan resolus sidang umum




. UuLum Lidara

“aSebagal penssehat Badan Harian
Lo (Council) masalah-masalah menge-
. naiinterpretasi serta perobahan
[&nzmdmurt} dari pada konvensi in-

: lernational; .
b Mempuld}du dan memba.n rekomen-
.-.dasi kepada Badan Hazian (Council)
. _' . atau Sldang Umum (General 4ssem-
: ”_bh) masalah-masalah yang berkena-
a huhum udara publik internasi-
. onal.

seoxDengan pengaraban Sidang Umum
watat «Badan Harjan atan inisiatip
-'-E-K_.Omif:e Hukum untuk mempelajari
somasalah-masalah hukum udara per
“iidatasdnternasional yang menyang-
. kut penerbangan sipil internasional,
menyiapkan rancangan (draft) kon-

- ovensihukum udara internasional |

¢ :Mewakili- badan Harlan (Council)
dalam sidang-sidang dengan organi-
sasi-organisasi internasienal lain dan
lain-lain keglatan yang berkepaan
dengan hukum udara internasional.
Dan tugas dan funpsi tersebut diatas,
ternyaia bahwa Komite Hukum mem-
punyai fungsi dan tugss vang lebih
luas dari pada CITEJA. Fungsi dan tu-
gas CITEJA hanya terbatas pada per
soalan _iiukum udara perdata interna-
sional dan amandemen konvensi Paris
1919, sedangkan Komite Hukum di-
samping .amandemen konvensi Chica-
g0 1944, juga meliputi hukum udara
publik  internasional seria perdata
internasional.

5. KOMPOSISI KOMITE HUKLUM

Komite Hukum ICAQ terdidi dari
ahli hukum yang ditunjuk dan mewa
kili negara anggauta. Berbeda dengan
CITEJA, walavpun anggautanya di-
tunjuk oleh negara anggauta, mereka
bertindak sebagai pribadi (personel
capacity), tidak mewakili negara me-
reka.

‘Mula-mula para  anggauta Komite
Hukum tidak selalu ahli hukum, te-
tapi -setelah diadakan perdebatan,
Komite Hnkum memher @ sskaman.

hatkum. Namun demikian, negaraang- -
gauta boleh mengajukan peserta yang-. o
bukan serjana hukum sebagai, Penase-..

hat tehnis Komite Hukum.

Komite Hukum memilih petugas
mereka sendin dari perwakilan Regara.
Petugas tersebut terdid dari seorang
Ketuz dan 3 orang wakil Ketua. Jabat-
an tersebut diadakan secara bercmr :
sehingga meliputi berbagai negara vang .
berbeda sistem hukum mereka. |

Setiap perwakilan negara angg“auta
berhak satu suara. Pengamat {observer}
tidak berhak memperoleh suara: Pada

umumaya keputusan Komite Hukum

berdasarkan suara terbanyalx { muajority
rote). Walaupun demikian tidak se
keputusan dapat diambil _be;‘dasa_rk n
suara ferbanyak. Sebagai contoh,
sgat membahas. rancangan Konv n31
Roma

kum tidak sanggup mengesahkan suatu
}\eputusan dan menyerahkan Lepada
Badan Harian (Council) untuk memu-
tuskan apakah rancangan tersebiit da-
pat difjukan kepada sidang umum atau
tu:lak

6. PROGRAM KERJA K{)M[TE HU
Kum

Program kerja Komite Hukum :iisu-
sun setelah memperoleh pengesahan/
persetujuan Badan Harian [Council).
Masalak hukum disusun i}erdasarkan
prioritas sesuai dengan’ pengarahan’ §i-
dang umum atau Council. - Daldm” ke-
adaan mendesak, program kena dapat
tertunda-tunda bilamana ada suatu
pengarahan dari sidang umam yang
harus segera diselesaikan. Sebagai con-
toh, rancangan konvensi tentang : *’Le-
gal Status of Aircraft Commander’
telah disingkirkan teriebih:.dahulu ka-
rena Komite Hukum harus segera
menggarap konvensi Tokyo 1963, - -

Program kera umum Komite Hu-
kum disusun untuk selama tiga tahun,

Berdasarkan - resolusi sidang umum
| 7T Py b SN T ST S S
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Hukum dont Pembangunan

“Prioritas A

o Legal Smrus of Alrcraft Com-
“mander ;

b. Liability of Air Traffic Contol

odgencies;

e, Aerial Collisions ;

so-de-Study of the Statug of the ins-

Lo truments of the TWarsaw Sys-
“rem’

-Perioritas 'B :
Prob'lems of Lighility for Damage
Causea’ by Noise and Senic Boon.

: 7 SiDANG KOMITE HUKUM

: ;Bi_gg_anya Komite Hukum mengada-
kan sidang sekali dalam satu talun
“atay sidang-sidang darurat dapat dila-
'kukan atas pengarahan sidang umum
.ataly Comzczl Dalam praktek, sejak
'ta_hun 1947 s/d 1978, baru sidang 23
‘kal. Namun demikian bukan berarti
‘mubazir {idle) sebab Komite Hukum
juga mengikuti sidang 51dang interna-
"s;onai lainnya.

S;dzmg umumnya berakhir selama
3 'minggu, ditempat sesual .dengan
pengarahan sidang umum atauw Coyn-
cil. Dahulu ada kecenderungan sidang
selalu - berlangsung jauh dari markas
besar ICAQ tetapi akhir-akhir ini se-
ring sidang diselenggarakan di Mon-
‘erea,l kantor besar ICAO

Bﬁamana dlpandang perlu, Komite
Hukum dapat membentuk Sub Komite
atau Kelompok Keria Ahli Hukum
(Legal Experts) yang bersifat sementa-
ra, antuk mempelajari masalak-masa-
‘1zh hukum tertentu.

8. TATA  CARA PENGESAHAN
KONVENSI

Taia cara pengesahan konvensi di-
atur di dalam petunjuk pelaksanaan
yang disahkan oleh sidang umum per-
tama tahun 1947 dan diperbaiki pada
tabun 1953, Bilamana Komite Hukum
telah selesal menyusun rancangan kon-
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sebut menyampaikan kepada nepara
anggauiz maupun organisasi interna-
sional untuk memberi kesempatan ko-
mentar mereka.

Rancangan konvensi fersebug dapat
dimasukkan dalam agenda sidang
umum agenda dalam sidang umum
luar biasa. di dalam praktek sidang
dilakukan sesuai dengan kebiasaan
yang dilalcukan oleh CITEJA. Kebiasza-
an tersebut adalah feks rancangan
terakhir dibahas dalam konperensi
diplomatik. Badan Haran dapat
mengundang negara bukan anggauta
maupun organisasi-organisasi interna-
siona!l yang mempunyai kepentingan
untuk ikat serta dalam konperensi.

9. KONVENSI-KONVENSI PENTING
YANG DIBAHAS KOMITE "HU-
KUM

Kenvensi-konvensi internasionat
yvang menyangkut hukum udara in-
ternasional, sebagai hasil kerja Keo-
mite Hukum adalah, konvensi Gene-
wa 1948, konvensi Roma 1952, Pro-
tokol Den  Haag 1935, konvensi
Cruatemala City 1971, protokol Mon-
treal 1973 dan 1978, Disamping hu-
kum udara perdatz internasional, ko-
mite Hukum jugs menghasitkan kon-
vensi hukum  adara publik interna-
sional seperti Konvensi Tokyo 1963, |
Den Haag 1970 dan konvensi Montreal
1971.

9.1. KONVENSI GENEWA 1948

Konvensi Genewa 1948 lentang
"Convention on the International Re-
cognition of Rights in Airereft”, Ran-
cangan konvensi mengenal hak-hak
kebendaan atas pesawat udara tersebut
telah disiapkan oleh CITLIA. Setelah
terbentuknya PICAQ pada tahun 1946
rancangan  fersebut diambil alih oleh
PIACAOQO. Pada tzhun 1948, rancangan
tersebut disempurnakan oleh Komite

PR VR TR & - . T




mUdarg

Koenvensi tersebut. yang. disahkan

ada’ “tabun 1948, antara lain me-
gatur:
15'er}indungdil' kreditar vang me-

injamkan ‘Gang: ciengan Jdmman
pLdeat udaraal’ o

" — melindungi pihdl\ ketiga terha-
dap jaminan-jaminan hutang
“yang tcrsunbuny; e
smelindungi I\re,_ditu'r" dengan
s memberikan hak antuk didahu-
. Jukan piutangnya 1L,I'§ldddp pihak
s ketiga;- :
memudahkan proses: bdlﬁ\ nama
satas  pesawa! udara dari pendaf-
ctaran disuatu pegary ke nerara
fain ;

sbiHak=hak yang dilindungi oleh kon-
2 vensi adalah 47 :

mufiqusrc hipotik dan idmimm—
Jaminan lain yanyg se m;m
Plak pemilikan

sHak  mengoasai pesawad udara

Sdengan sews ovang lebil duri o
bhulan. :

¢ 'S‘L'h'.'xg.zi persyarzlan untak shelin-

g %ung,l hak-hak fersebut | Jaminan ha-
Crus didafarkan pada kantor 'pen-
catatan  menurut hukum nasional
‘masing-masing yang tcrbul\ji{ untuk
_ 1:111_111:'11 agar menge lalui adanya ja-
mifian. Konvensi lessebut pada $d-

Cat i berangpautakan 45 negara

__'_lmgqg,mi.n HCOAO, i mana ]ndomsm
hlen e anggauta

92, KONVENSI ROMA 1952

Sub Komile  Hukum Ll Komite
Hukum msHg-nsing pada tahun
1947 . dan 1948, membahas  revist
dari konvensi Roma 1933 dan proto-
kolnyd tahun 1938, Pembaliasan lebih
lapjut dilakukan di Taormina pddd ta-
hun 1950 oleh Komite Hukum. Tetapi
revisi Taormina tersebut. dikecam oleh
Komisi Hukum sidang umum. Pada ta-
hup 1951, rancangan Taormina diper-
baiki di Mexico City yang kemudian

Konvensi yang berjudul :
on Damage Caused by. [r)iezgfz
m Third Parties on z‘!re Szufaw

Untuk }\emgmn matemai yang ( de ta,'
éxtetapl\au sebagai berikut.:

vang bcmtnv.; kurang dari }:00
- LSb 32000 + 256 per kg untuk
'pudw.zz udara y ang be1atnYa L
s{d 0.000 kg; \
LSS 160,000 + US\ 16 per:
tuk pesawat udara yvang lga.
0.000 Kg 5/d.20.000 kg; :
USS 384.000 + US3 9.6 er 1~.g un-
{ak pesawal udara yang beratnya
20.000 kg s/d 50.000 kg
US$ 672.000 + US$ 6,4 per. kg
untuk pesawat adara yang berat-
nya diatas 50 {)OO kg,

tumlah ganti  rugi tersebus berdasar— .
kan protokol Montreai 1978 be
sebagai berikut :

- 300.000 SDR untuk pesawa’c udara
yang beratnya kurang dari 2.000 kg;

- 300.000 SDR + 175 .SDR' per. kg
untuk pesawat uara yang beratnya
2.000 S/d 6.000 kg; i

- 1.000.000 SDR + 62,5 SDRper kg
untuk pesawat udara vang -berat-
nya 6,000 kg s/d 30.000 kg; . i
2.500.000 SDR + 65 SDR:per: kg
untuk pesawat udara yang berat-
‘nya diatas 30.000 kg ; o

9.3. PROTOKOL DEN-HAAG.1955

Protokol ini mengenai “Irotocol to
Anmend the Convention for the Unifi-
cation of Certain Rules Relating tu
International Carriage By Air; S:gnl.d
on 12 October 1929 at Warsaw . Proté
col tersebut bermaksud memperbaiki
konvensi Warsaw 1929 dengan menaik-
kan batas ganfi rugl maksimum” dar
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oiBan _
. lang.8ebagalimana diketahui bahwa
cjumlah ganil vugh menuret keonvensi
sWarsaw 1929, pada tahun 1955 di-
rasa sudah Hdak memadai lagi.
FUWalanpun jumlah maksimum ganti
‘tersebut felah dineitkan dengan
1 00%, Amenka ‘Berikat masih meman-
“dang ‘terlalu rendah, sehingga pda ta-
hun 1966 terpaksa mensyarakathan
"bag{ setiap pe:msahaan penerbangan
vang dan/ke ‘Amesika Serikat harus
‘menanda tangani Montreal Agreement
0f 1956,
jProtoI{oi Den Haag yang mulai ber-
Tk 1 Agustus 1963, pada saat ini
felah bezanggai;takan 98 negara ang
gauta ICAO, sedangkan Indonesia be-
lm menjadi anggauia protokol ter-
sebut, telah lama disadad oleh CITEJA
bahwa jumlah ganti gl Warsawa per-
Iy diperbaiki, Hal ini dibnkiiken de-
ngan study yang dilakukan oleh CITE-
JA dan menylapkan rancangan revisi-
'nyaf.

Rancangan tersebut diteruskan oleh
- Komits Hukum yang diserahkan pada
's1dang Komite Hukum di Rio De Ja-
neiro tahun 19353, Di dalam sidang
tersebui: dipninskan bahwa dart pada
membuzat - rancanan  konvensi barn
-debilh baik-merobah konvensl Warmsaw
3929, pleh karenaz ity menyerahkan
kembali kepada TCAQO Council uniuk
menyigpkan perobahan Wassaw 1920,
Hasilnva diserahkan pada Konpersnsi
diplomatik’ - mengenal Hukum udara
mtemasmnal di Dan Haag 1953,

@ 4 MONTR_,AL AGREEMENT 1966

“waua’ fanggal ‘15 mopember $9695,
Amerika Serikat mengundurkan digd
dari . keangsoutaan konvensi Warsaw
1525, Aldsannya cukup sederhana,
vaim. bahwa jumlah ganti rugi vang
dzier:ma oleh psaumpang vang me-
m_ngaal dunia. Menurut konvensi War-
gan 1929 tidak cukup melindungi
kepentingan penwmpang vang me-

mikian pulas organisasi penerbangan
sipil internssional, merasa khawatir
dengan pengunduran tersebut. Gung
mencegall pengunduran tersebut, Guna
nisast penerbangan sipil internasional
menyelenggarakan sidang khusus pada
tanggal 1 Pebruari 1966.

Setelah cukup lama mengsdakan
perdebatan didalam sidang {ersebut,
atas usul IATA diseiujui keputusan
sementarz sehagai berfkut

a. jumlab gantl rug penumpang yvang
meninggsl dunia dinaikkan menjadi
USs 75.000 dengan kemungkin-
an penumpang dapat member asu-
ransi tambahan ;

b. jumiah gant rugl tersebut diaias
fermasuk biaya pengadilan dan bia-
va~biaya lain, sedangkan jumlah gan-
i rugl tanpa biava pengadilan USS.
58.000,

¢. bagi mereka yang sengajz menya-
bot tidak berhak memperoleh ganti
g ;

d. Semua perusahaan penerbangan da-
rifke wilayah Amerika Serikat haras
menanda fangani Montreal Agree-
ment 1966.

Dengan adanya kompromi ferse-
but, Ameirika Serikat menarik kem-
bali suraf Pengunduran diri keanggau-
taan kopvensi Warsaw 1929, Sebagal
akibat adaanyva Montreal Agreement
of 1966, ICAQ Council memernntah-
kan Komife Hukum unfuk mem-
pelajari kembali kemungkinan menaik-
kan batas maksimum ganti rugl. Ko-
mite Hukum membentuk Sub Komite
Akl yang anggautanya terdirl dazm
ahli ekopnomi angkufan udara dan ahli
hukum udara.

9.5. PROTOKOL GUATEMALA
1971

‘Sefelabh Amerika Serikai menarik
kemballi note penpunduran diri seba-
gai anggeutz konvensi Warsaw 1929,
ICAT Councill mesnse perlu mena-




omite Hukum uphik menyu-

_ ancangan ‘percbahan konvens
WL_maw 1929 sgecara -menyelurub.
Menyadau kesulitan: vang dihadapi

magsalah-masalah  diberbagal . negars,
rancangan tersebut berulang kali di-
kirfim 'kenegara anggauta untuk mem-
p';'léluh'komcntar mereka, Dalam hu-
bungan .dengan tugas fersebut, sidang
amuin+1CAQ pada tabun: 1968 felah
manctapk‘m batas wakiu: penyusunan
rancangan perobahan vaitu pada tahun
197{} :

_Sabagai tindauk lanjul. dari resolusi
Res:ad6:=35 (1968} Sub Komite Hu-
kum:didalam sidang ke-17 telah berha-
silzmenyusun suatu laporan kepada
ICAQ Council yvang kemudian diada-
kan:konperensi diplomatik pada bulan
Pebraari - 1970 .di Guatemala Ciiy.
Rancangan perobahan siersebut  di-
siapkan oleh Sub Komite Hukum vang
sidangnya dihadiri oleh 42 pegara,
6 -organisasi internasional, Tugas berat
tersebui dapat dzmankan <dalam waktu
3 aminggu. .

o Didalam pcmbahasan S rancangan
perobahan fersebul ada dua kelompok
yang:saling bertentangan vaitu pihak
kelempok Eropah vang diwakili oleh
Perancis: dan Itali sedangkan dipihak
lain dipimpin oleh Ameriks Serikat
disokong negara-negara dibawah pe-
ngaruhnyd New Zealand mcngusulkan
komproml antara  kedua kelompok
vang saling bertentangan - tersebui,
Dengan adanya kompromi tersebut,
rancangan perobzahan dengan mudah
dapat dlselcsmkan

© Secara garls besarnya, perobahan
tersebut meliputi sistem tzngsung ia-
wab mutlak (absolute liability sysiem)

batas tangsung Jawab, penyederhana--

an dokumen pengangkutan, jurisdiksi
dan lain-lain. Mengenal batas tanggung
jawab pengdngkut terhadap penum-
pang yang meninggal dunia sejak pro-
tokol Den Haag 1955 selalu naik.

jumlah ganti rugi penumpang vang

meanineeal . dunis - enieid et el

20.000 atau 250.000 Poincar
(PR 'mummt prolo]\ol “Der;

jadi US‘% 75.000 (tmmqu hi
peng‘_ézlan ddsl 1188 58 ODD

nnlal\ukan pnndamtan di miayah.

Amerika Serikat.

Jamizh maksimum ganti rughvang
ditetapkan oleh proiokol: (rilatemal'a'
adalal-USS 100000 (tidal: tcn o
blaya pengadilan) ataw USS 120,000
Ctermasuk biava pengadilan) bllamana
protokol tersebut sudah berlakus Hums
lah  ganti rugi ferscbut-akan dltmjdu
kembali sesudah 5 tzhun dan 1605 o
hun sejak berlekunya protokel, Tei‘am
piotokal tersebut mms}amtkm agar
protokol berlaka harus terleblh'
hulu diratifikasi olel 30 nevam ier":
masuk Amerika Serikat dan 4 nega 3
Eropah yang mewakili, setidak-uéa
nya 40% dari seluruh angkutan us
internasional. :

9.6. PROTOKOL MON?REA%:

Perobahan konvensi Warsaw™
oleli protokol Guatemala 1971, b’ hya
mengenal penumpang. Sedangix.an me—:
ngenat vargo tidak diadakan g}erob
an. Perobahan tersebui hanya mengc-
nai penyederhanaan yang dllaku an'
oleh protokol Den Haag 1955, :

Ketentuan-keteniuan yang mewa—
jibkan adanya dokumen dlkurangl
sekedar vang diperlukan untuk menge-
€11J1U.1 adanya batas fanggung " Jawab_

bungan tidak adanya perpba_l;an
terhadap cargo, timbul dua sistem
tanggung jawab vang berbeda di. das
lam -satu konvensi yaitu tangpung ja-
wab untuk penumpang dan barang
yvang berbeda. ICAQ Council merasa
perle mempelajari agar jangan sampai
dalam satu konveasi terjadi dua sis-
tem . tanggung jawab yang. -berbeda.
Oleh karena itu, ICAO Council me-
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Hukm dan Pembangunar

- Sebagai tindak lanjut Sub Komite
Hukum menyiapkan rancangan proio-
kol+ yang - disahkan dalam sidang
dinlomeatik hokum udara di Montreal
1975; Sidang diplomatik hukum uda-
ra -« tersebut Cmengesahkan  protokol
tambahan fadditonal protocol) 1 s/d 3,
protokol no. 4 mengenal perobahan
jumlah. ganti rugi wntuk barang setiap
kg,

-+ Protokol tambahan no. 1 s/d 3
mengenai perobahan nilai tukar nang.
Sebagaimada diketahni, bahwa nilai
tukar vang menurut konvensi Warsaw
1929 dihitung dengan nilai uang
Poincare France {PT) vang dianggap
stabil. :Kestabilan tersebul tergangsu
skibat pgoncangan ekonomi interna-
sional :

Sebenarnya, masalah kegoncangan
nilaj vang telah diperhatikan oleh IMF
{International Monetary Fund) sejak
tahun 1968. Badan ini telah mencip-
takan suafu sistem perhitungan nilai
uéri'g yang dikenal dengan Special
Drawing Rights (SDR). Cara ini sangat
séderhana dan tidak memeriukan per-
hitungan sendiri, cukup iclepon Bank
ﬁn’_cuk mengetahul berapa nilai SDR
setiap hari. Nilai terssbut berobah
naik  manpun furun setiap hadnya.
Pada waktu itu nilai 1 P.F. (Poincare
Franc) = 0.066 8DR = US$ 1.20 Jadi
perhitungan ganti rugi menurut prote-
kol Montreal 19735 sebagai berikut

1),Ganti rugi menumt konvensi War-
saw 1929 adalah 125000 PF =
$,300 SDR atau USS 10.000
2).Ganti rugi menurut protokol Den
“Haag 250.000 PF = 16,600 SDR
“atau USE 20.000
3). Ganii rugl menurut protokol Guate-
mala unink penumpang = 1.500.
000 PF = 100.000 SDR atau USS
120.000
4y Ganti mgl untuk cargo menurut
profokol Monireal 1975 = 250PF =
17 3DR atau US§ 20 untuk tiap kg
barang

"The convention on offences and cep-
teinn other acts committed on board
aircraft’” disahlean di dalam komperensi
hukum udara internasional vang ber
langsung di Tekyo pada bulan Agustus
- September 1963, Konvenst fersebut
terdiri dari 7 bab masing-masing me-
ngenai ruang lingkap berlakunyva kon-
vensi, jurisdiksi, kewenangan lkapten
pesawat udara, perbuatan melawan
hukum, hak dan kewajiban negara
anggota, ketentuan-keteninan lain dan
penuiup. :

Didalam pasal 1 konvensi tersebut di-
katakan bahwa konvensi berlaku ter
hadap perbuatan pelanggaran atau tin-
dakan-tindakan fertentu di dalam pesa-
wat udara, apakah kejahatan maupun
bukan asal membahayakan penumpang
barang maupun keselamatan pener-
bangan. Perbuatan tersebut harus ber-
langsung selama pesawat udara dalam
penerbangan.

Apa yang disebut dalam penerbang-
an dikatakan babwa sejak pesawsat
udara siap tenaganya wuniuk tinggal
landas sampai pendarstan selesai. Apa
yang disebut suaiu pelanggaran kon-
vensi tidak menjelaskan lebih lanjut.
Hal tersebui diserahkan pada hukum
nasional masing-masing negara ang-
gota.

Mengenai jurisdiksi dikatakan bah-
wa negara dimana pesawat udara di-
daftarkan mempunyal jurisdikei. Ne-
gara-negara anggota lain tidak boleh
menuntut  jurisdiksi kecuali dalam
hal-hal tertentu vang disebutkan di-
dalam konvensi. Negara anggota tidak
boleh memaksa pesawat udara vang di-
bajak semata-mata dengan maksud
agar dapat melakukan jurisdiksinya.

Konvensi fersebut juga mengatur
kewenangan kapien pesawat udara:
Kapien pesawat udara mempunyai
kewenangan kepolisian, Ia berhak me-
aurunkan orang yang dicurigai mela-
kukan kejahatan, dapat menahan seria
melakukan tindakan-tindakan tertentu

I T .




-pem nksadn leinh lamut ’\Iegara ter-
sebu‘c ‘berhal menshan serta mengada-
ancpemeriksaan, menghubung . per
N wahlan negara dimana orang tersebut
mempunyai kewargancgaraan. tetapi
tindakan tersebut hanya bersifat se-
mentara sampai saat exiradisi dilaku-
kan atau menuntut hukuman pelaku

tersebut. MNegara tersebut harus meng-
- cizinkan pesawat udara uniuk mene- -

: mskan perjalanannya seria harus mem-
bami agar semua barang i galam pe-
sawat dapat dikembalikan kepada yang
berhak.

Masalah lain yvang perlu dikemuka-

kan adalah masalah exiradisi. Konven-
si Hdak mengaturlebih lanjut masalah
extradisi, schingga tidak kewajiban
bagi - negara yang bersangkuten untuk
mel.kukan extradisi, _
Datarn hal demikian, exiradisi tergan-
tung dari perjapjian exiradisi timbal
palik ' -antara negara yang meminta
exfradisi dan negara vang diminta
unituk mengextradisi,

9.8, Konvensi Den Haag 1970

Konvensi Den Haag 1970 dimak-
sudkan untuk menyempurnakan kele-
mahan-kelemahan  konvensi Tokyo
1963. di atas dikatakan menarut kon-
vensi Tokyo 1963 bahwa yang dimak-
sud dengan “’Dalam penerbangan’ ada-

lah saat dimana pesawat mulai tinggal .
landas sampai mendarat berakhir, Hal =
ini jelas tidak memuaskan karena ke-

jahatan dapat dilakukan pada saat

sebetum tinggal landas, antara tempat -

pesawat udarz diparkir sampzu ujung
landasan. Oleh karena iiu pengertian
"Dalam penerbangan® dipcrluas sejak
sazt semua pintu luar ditutup yang
diikuti dengan embarkasi saat pintu
luar dibuka dilkuti dibarkasi para
penumpuang.

i sampmg perlu.,zsan temebut masa—

L R P R . -k o

lenggara exiradisi pelaku kepa
gara dimana pesawat udara dig
Masalah extradisi menimbulkan pen
salahan yang rawet, antara pm
konira. . ;
Dengan  ketentuan extradisi Hmbil-
kesan adanya suztu perjanjian extradl—_
si secara multilateral. ¢i dalam’
sanaannya, extradisi ditafsirkan: yang'__

diatur dafam konvensi Den Haag 1970

adalsh penszhan pelaky cleh "neoar'a{

dimana pembajak mendarai, pemerik-
saannya, penuntutan, penghukuman,
kewajiban negara anggota dan lainain.

8.9, Konvens Montreal 1971

Para pelaku kejahatan’ penerbang-
an sipil menyadari bahwa langkah-lang-
kah pemberantasan kejahatan ma}«;m
ketat baik dibidang hukum mauptn
secara phisik. Semula sasaran, ada__la.h.
terhadap pesawai udara bafk selama
penerbangan maupun selama masih di-
darat,” kemudian beralih pada sarana
varg diperlukan guna penerbangan

Sasaran femebut ditujukan’ kepada
alat-alat bantu penesbangan baik beru-
pa alat bantu navigasi, radio, tower,
ILS, gedung terminal dan lain-lain Un-
tuk mznanggulang hal ini, pada ta-
hun 1971 telah disahkan suaiu kon-
vensi tentang pemberantasan perbuat-
an-perbuatan melawan hukum yang
membaliayakan  keselamatan peger
bangan sipil yang biasa disebut kon-
vensi Montreal 1971,

Konvensi tersebut disiapkan oleh

». Komite hukum sesuai dengan instruk-
51 sidang umum ICAQ pada tzhup

1970. “Sidang tersebut menginstruksi-

~kan agar Komite Hukum menyiapkan

konvensi vang memberantas perbuat-
an-perbuatan melanggar hukum vang
diatur di daiam konvensi Tokyoe 1963
maupun  konvensi Den Haag 1970,
mengenai kejahatan penerbangan sipil.

Konvensi mengancam hukuman ter-
hadap perbuatan-perbuatan yang ber-
maksud membahayakan keselamatan




4

Hukum dain Pembangungar.

mienghanturkan  atau  merusak  alat
baniu navigasi, komunikasl ddan lain-
lain: Mereka-diancam dengan hukuman
yang berat.

10, - Kesimpalan
“Hpan uraian tersebut, ternyata bah-

menghasitkan suatu konvensi-konvensi
internasional, baik perdata internas
sional maupun dibidang hukum udary
publik internasional. Disamping itu,
Komite Hukum juga telah ikut serta
di dalam  menangani  perkembangan
hukum asngkasa luar yang ditangani
oleh PBB. :

wi Komite Hukum ICAQ tefah banyak
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